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ABSTRAK

UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) menjadi polemik baru di tengah masyarakat dalam UU ITE tersebut dinilai
banyak sekali pasal-pasal karet yang akan berimbas pada pengekangan kebebasan
berpendapat. Hal tersebut mendasari Habiburahman dan Asma Dewi mengajukan
permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal materiil Pasal 28 ayat
(2) dan Pasal 45A UU ITE yang dianggap bertentangan dengan pasal 28D ayat (1)
dan Pasal 28E (3) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pada
tanggal 27 Maret 2018 keluarlah putusan MK Nomor 76/PUU-XV/2017 yang
menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis putusan MK tersebut berdasarkan konsep al- maslahah al-
mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu
penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, makalah,
naskah, dokumen, dan karya ilmiyah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan
dan penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan
pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK Nomor 76/PUU-
XV/2017 tidak mengedepankan aspek maslahah al-mursalah, Putusan tersebut
masih membuka peluang kemafsadatan/kemudharatan istilah Antargolongan
dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. bukanlah istilah yang terang dan tegas, sehingga Pasal
28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik berpotensi semakin banyak masyarakat yang terkriminalisasi atas
upayanya dalam mengemukakan pendapat.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Kebebasan Berpendapat, Antargolongan.
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MOTTO

“Tiada Cinta selain Cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad
SAW?”
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
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D. Vokal Pendek
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G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

1 A Ditulis a’antum
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H. Kata Sandang Alif+Lam
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2. Bila kata sandang Alif+Lamdiikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan
huruf | (el)-nya.

] Ditulis as-Sama

el Ditulis as-Syams

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan
(EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata- kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapanny
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berpendapat merupakan hak dari setiap individu sejak
dilahirkan dan telah dijamin oleh konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum dan
demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya.
Kebebasan berpendapat diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar
1945 pasal 28E ayat (3) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang
melindungi hak warga negaranya, meskipun pada dasarnya hak asasi manusia
tidak diberikan oleh negara. Negara dalam hal ini memiliki tugas untuk
melindungi setiap hak warga negaranya.

Menurut hipotesis John Locke bahwa hak individu yang sifatnya kodrati,
dimiliki oleh setiap insan sejak dilahirkan.? Salah satunya adalah hak
mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tanpa
memandang suku, ras, dan agama. Kebebasan berpendapat bisa saja berbentuk
lisan, tulisan, buku, dan berbagai media lainnya.

Kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak dan tanggung

jawab negara demokrasi dalam menjamin kebebasan berpendapat warga

"Della Luysky Selian dan Cairin Melina, “Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi:
Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Lex Scientia Law Review, Vol. 2, No. 2,
(November 2018), him. 190

El Muhtaj Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945
sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, 2002), edisi kedua, him. 29



negaranya. Demokrasi yang menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat
untuk turut serta dalam mengotrol jalannya pemerintahan dengan cara turut
menyampaikan pandangan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah.

Euforia kebebasan berpendapat semakin dirasakan masyarakat sejak
kehadiran internet. Masyarakat dengan sangat mudah berekspresi dan
menyampaikan pendapatnya melalui sarana internet salah satunya berupa media
sosial. Dalam kehidupan sehari-hari media sosial dapat dijadikan aktivitas untuk
menyalurkan opini pribadi pribadi kepada publik, sarana untuk menjalankan usaha
sebagai upaya promosi, dan sarana provokasi dan publikasi.®

Teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini telah memasuki
berbagai sektor kehidupan masyarakat baik dalam sektor pemerintahan, bisnis,
perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi
informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga harus disadari
member peuang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan. Sehingga
dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang
bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi postif bagi peningkatan
kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sara potensial dan

sara efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.*

Putu Eva Ditayani Antari, “Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpedapat pada
Media Sosial di Indonesia”, Jurnal Hukum Undiknas, Vol. 4, No.1, (2017), him. 21-22

*Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, (Rineka Cipta: Jakarta,
2009), him. 40



Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang
sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan carding, hacking, penipuan,
terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas
pelaku kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum,
pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait
dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.”

Perkembangan teknologi dan informasi yang saat ini semakin pesat,
masyarakat dapat dengan mudah mengeluarkan pendapatnya melalui media sosial.
Namun, terkadang individu-individu yang mengakses media sosial kelewat batas
dalam menyampaikan pendapatnya sehingga menyinggung individu-individu lain
atau instansi tertentu. Untuk menyikapi ketiadaan batasan dalam berpendapat di
media sosial, sebagai negara hukum Indonesia menerapkan sebuah regulasi yang
mengatur tentang kebebasan berpendapat di dalam media sosial itu sendiri.
Regulasi tersebut berbentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan UU ITE.®

Hadirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) adalah wujud tanggung jawab yang harus diemban oleh

negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas

®Ibid, him. 40
®Ibid, him. 17



pemanfaatan teknologi informasi. Namun, undang-undang ini sempat menuai
polemik khususnya pada Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi
yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,
agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Dan Pasal 45A ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
perumusan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud
pada pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah)”.

Adanya Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) oleh pemohon dalam Putusan
Mahakamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 dianggap bertentangan dengan
pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E (3) UUD 1945, yang pada intinya menyatakan
bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat. Oleh karenanya, istilah “antar golongan” dalam UU ITE
dianggap bertentangan karena sangatlah multiinterpretatif, sebab tidak ada batasan
yang jelas dan sangat rentan untuk ditafsirkan secara sebyektif, dan bisa saja dapat
ditafsirkan demi kepentingan penguasa.’

Berbeda dengan tanggapan mahakmah atas anggapan pemohon bahwa
istilah “antargolongan”. Menurut mahkamah, istilah ‘“antar golongan” tidak

bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, him. 17.



“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.”

Para pemohon dan masyarakat tidak dibatasi kebebasannya untuk
mengeluarkan pendapat namun dalam menjalankan hak dan kebebasan tersebut
harus dilakukan juga dengan pembatasan sebagaimana telah ditentukan dalam
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan kebebasan dalam berpendapat hanya
terjadi jika isi dari informasi menimbulkan kebencian dan permusuhan baik antar
individu maupun kelompok masyarakat.?

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang dalam amar putusannya
menolak permohohonan para Pemohon untuk seluruhnya, karena Pasal 28 ayat (2)
dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE khususnya pada istilah “antar golongan” tidaklah
bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu penulis akan
mengkaji tentang apa saja dasar pertimbangan hukum hakim yang digunakan oleh
Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut, dan apakah putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut telah benar-benar maslahah bagi rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan untuk membantu peneliti  dalam
mengidentifikasi hal yang akan diteliti. Dari uraian latar belakang di atas,
permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan Berpendapat?

8lbid; him. 31.



2. Bagaimana analisis maslahah mursalah terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi 76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan Berpendapat?
C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian wajib memiliki tujuan yang jelas supaya
penelitian tersebut memiliki arah dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada
prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi
atas permasalahan yang dihadapi. Adapun hal-hal yang hendak dicapai dalam
penelitian ini sebagai beriku:

a. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan Berpendapat.

b. Mengetahui bagaimana analisis masalahah mursalah terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan
Berpendapat.

2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu member manfaat yang luas bagi

masyarakat, bangsa, negara, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Kegunaan
penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu dari segi
teoritis dan praktis.’

a. Secara praktis, hasil penelitian ini mampu menambah wawasan ilmu
pengetahuan bagi khalayak umum untuk dijadikan landasan penelitian-

penelitian selanjutnya, tentu saja penelitian yang berkaitan dengan

SWiratna Sujarwani, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),
him. 56



kebebasan berpendapat dengan menggunakan pendekatan maslahah

mursalah atau teori lainnya.

b. Secara praktis, penelitian ini lebih ditujukan kepada masyarakat dari
berbagai lapisan akan pentingnya memahami hukum-hukum yang
berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Selain itu hasil dari penelitian
ini diharapkan menjadi salah satu sumbangsih penulis dalam
mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai polemik kebebasan berpendapat di media sosial
bukanlah suatu hal yang baru, cukup banyak penulisan ilmiah yang mengangkat
tema terkait kebebasan berpendapat di media sosial. Akan tetapi yang menarik
minat penulis dalam mengkaji dan mendalami kebebasan berpendapat di media
sosial pasca adanya penolakan dari Mahkamah Konstitusi atas pengujian Pasal 28
ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terhadap UUD 1945.

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis berusaha melakukan
penelusuran terhadap karya ilmiah baik berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah,
skripsi dan lain sebagainya yang memiliki relevansi terhadap penelitian ini.
Adapun karya-karya tersebut diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Buku oleh Majda El Muhtaj yang berjudul “Hak Asasi Manusia
dalam Konstitusi Indonesia dai UUD sampai dengan Perubahan UUD 1945
Tahun 20027, buku ini menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan
bagian dari hak asasi manusia yang bersifat kodrati sejak lahir. Negara hanya

memiliki hak melindungi supaya harkat dan martabat manusia tetap terjaga. Akan



tetapi dalam kurun berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950,
UUD 1945, dan UUD Amandemen IV Tahun 2002, pencantuman hak asasi
manusia secara konstitusional mengalami pasang surut yang lebih bersifat politis.
Lebih dari itu, kerap kali muncul multi penafsiran atas teks-teks konstitusi
sehingga tidak jarang interpreatsi penguasa lebih terkesan subjektif dan
hegemonik.°

Kedua, Buku oleh Hamid Basyaib yang berjudul “Membela Kebebesan
Percakapan tentang Demokrasi Liberal” yang menjelaskan bahwa kebebasan itu
sebenarnya bermakna positif. Kebebasan mengandaikan makhluk yang secara
alamiah memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk memilih
bagi dirinya sendiri. Karena itu, kebebasan jika diterjemahkan sebagai sebuah
sistem pengaturan masyarakat berarti percaya bahwa individu-individu yang ada
dalam suatu masyarakat sesungguhnya bisa menggunakan kemampuan dan harkat
mereka scara ilmiah."*

Ketiga, Skripsi Fadhilatul Husni yang berjudul “Kebebasan Berekspresi
dan Hak Konstitusiona Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah” yang
menjelaskan bahwa UU ITE pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal
29 dinilai multitafsir, dan dinilai mengandung pasal karet yang bisa

disalahgunakan.

“Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1946
sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: Kencana, edisi kedua, 2005), him. 9.

Hamid Basyaib, Membela Kebebasan Percakapan tentang Demokrasi Liberal, (Jakarta:
Pustaka Alvabet, 2006), him. 3.



Sejak diundangkan, UU ITE telah menjerat banyak masayarakat bahkan
setelah adanya revisi pada 2016. Menurut Southeast Asia Freedom of Expression
Network (SAFEnet), ada 245 laporan kasus UU ITE di Indonesia sejak tahun
2008. SAFEnet juga mencatat hampir setengah kasus UU ITE itu menggunakan
pasal pencemaran nama baik sebagai dasar pelaporan. Sampai saat ini, kehadiran
UU ITE masih mengkhawatirkan banyak pihak. Sementara dalam Islam,
kebebasan berekspresi seperti berfikir dan berpendapat sangat dihargai. Kebebasan
mengemukakan pendapat merupakan aspek terpenting dalam kebebasan
berbicara."?

Keempat, Skripsi Jalu Aji Pamungkas yang berjudul “Tindakan Ujaran
Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan
N0.820/Pid.Sus/2017/PN  Jkt-Sel)”, yang menjelaskan bahwa kebebasan
berpendapat telah diatur dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28E dan 28F,
namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam dalam tradisi
panjang dalam beragam putusan pengadilan dan produk legislasi. Oleh karenanya
pembatasan dalam media sosial dapat dirumuskan melalui Pasal 27 ayat (3) dan
Pasal 45 UU ITE. Pembatasan yang dimaksud bukan berarti membatasi kebebasan

dalam berpendapat dan berekspresi, melainkan membatasi seseorang supaya tidak

?Fadhilatul Husni, “Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusiona Warga Negara
Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).
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melakukan ujaran kebencian di media sosial, bahakan jika melanggar pasal
tersebut seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.*®

Kelima, Jurnal Fransiskus Sebastian Situmorang yang Berjudul “Tinjauan
Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi
Elektronik Studi Kasus Buni Yani”, yang menjelaskan bahwa Pasal 28 ayat (2)
UU ITE merupakan salah satu peraturan hukum positif Indonesia yang
dipergunakan untuk membatasi perbuatan-perbuatan yang melanggar di media
sosial terkait dengan kebencian dan juga unsure suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA). Pemahaman terkait kebencian sebenarnya telah diatur
dalam Pasal 156 KUHP yang lebih mengarah pada perbuatan yang menyatakan
permusuhan.

Kasus penyebaran video berisi pidato Ahok di Kepulauan Seribu tentang
Surat Al-Maidah yang dilakukan oleh Buni Yani adalah bukti pelaksanaan dari
Pasal 28 ayat (2). Karena perbuatan penyebaran video tersebut telah dianggap
menyebarkan kebencian antar kelompok.**

Keenam, Jurnal Abdur Rauf yang berjudul “Aspek Pidana dalam
Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial” yang membahas pembatasan
kebebasan pendapat yang terdapat dalam UU ITE tentu saja mengandung pidana
bagi yang melanggarnya. Berdasarkan Putusan Mahakamah Konstitusi 50/PUU-

V112005 dan Nomor 2/PUU-VII/2009 bahwa tindak pidana penghinaan dan

¥Jalu Aji Pamungkas, “Tindakan Ujaran Kebencian di Media Sosial (Analisis Putusan
PN Jakarta Selatan N0.820/Pid.Sus/2017/PN Jkt-Sel)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

YFransiskus Sebastian Situmorang yang Berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan
Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Buni Yani”, Jurnal Kertha
Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 06, No. 05, (Desember 2017).
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pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi
Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai
delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan
asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.™
E. Kerangka Teori

Kata maslahah mursalah adalah bentuk dari maslahah yang berasal dari
kata shalaha dengan penambahan alif di awalnyayang secara arti kata berarti
“baik” lawan kata dari “buruk atau rusak” adalah mashdar dengan arti kata shalah,
yaitu “manfaat” atau “terepas daripada kerusakan™.®

Maslahah mursalah juga biasa disebut dengan istishlah, yaitu apa yang
dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum,
namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.'’ Maslaha mursalah artinya
mutlak (umum), menurt istilah ulama ushul figh, kemaslahatan yang oleh syar’i
tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang
menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.

Kemaslahatan yang dituntut oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak
ada wahyu, sedangkan syara’ tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada
dalil syar’i tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka itulah yang

disebut sifat universal atau dalam istilah lain disebut maslahah mursalah.

Menurut pendapat yang dianut oleh madzhab maliki dan Imam Ahmad ibnu

Y Abdur Rauf yang berjudul “Aspek Pidana dalam Penyebaran Informasi Melalui Media
Sosial”, Jurnal SISITI, Vol 8, No. 1, (2019).

18 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group), him 345.
YIbid, him. 354.
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Hambal mengatakan bahwa maslahah mursalah adalah salah satu dari sumber
hukum dan sekaligus Hujjah Syari’ah.

Sebagian ulama ushul figh berbeda dalam memberikan istilah maslahah
mursalah. Ada yang menyebut maslaha mursalah dengan kata al-manasib al-
musalah, ada pula yang mengatakan kata al-istishlah dan al-istidlal al-mursal.
Meski ada perbedaan dalam penggunaan istilah, namun tujuan yang hendak dituju
itu sama, yaitu membawa manfaat kebaikan sesuai tujuan syara’ secara umum,
meskipun tidak ada dalil yang secara khusus menolak dan menerimanya.®

Dengan demikian konsep maslahah mursalah pada hakikatnya adalah
meghilangkan kemudharatan untuk mencapai tujuan syara’. Oleh sebab itu, para
ulama Hanafiyyah menerima maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan
hukum. Namun dengan syarat sifat dan jenis kemaslahatan yang terdapat pada
nash ataupun ijma’ berada pada posisi yang selaras. Kalangan Hanafiyyah
menerapkan konsep maslahah mursalah dengan menggunakan metode istishsan
yakni suatu metode pemalingan hukum dari giyas atau kaidah umum kepada
hukum lain dikarenakan adanya beberapa indikasi atau penyebab yang lainnya.*®
F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tahapan-tahapan yang dapat
memudahkan seorang penulis dalam melakukan sebuah penelitian, dengan tujuan
menghasilkan penelitian yang berbobot dan berkualitas. Metode penelitian

berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang

'8Rachmat Syafi’i, Ilmu Ushul Figih, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), him. 119.
Nasrun Haroen, Ushul Figh I, (Jakarta: Logos, 1996), him, 121.
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digunakan.?® Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa bentuk metode yang
dapat digunakan salah satunya dengan metode penelitian hukum doctrinal atau
penelitian normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan
pada peraturan-peraturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan dalam
bentuk penelitian seperti ini. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa metode

penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber data dari
penelitian yang berasal dari penelitian kepustakaan (library research) vyaitu
penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, majalah, naskah,
dokumen, dan lain sebagainya.?* Dalam penelitian pustaka ini bersumber pada
suatu penetapan hukum tertulis oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
76/PUU-XV/2017.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu penelitian dengan cara
mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklarifikasikan, dan
menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti

secara medalam dan komprehensif.??> Dalam hal ini penulis mencari dan

20 Wiratna Sujarwani, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014),
him. 5.

?!Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cet. II, (Jakarta:
Penerbit Rajawali, 1986), him. 15.

%2 Sukandarumudi, Metode Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula, cet.ke-
14, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), him. 104.
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mengumpulkan data yang berkaitan dengan teori maslahah mursalah dan
bagaimana teori tersebut menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
76/PUU-XV/2017.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
mendekati masalah dari segi hukum, norma, kemudian mengkaji buku-buku,
jurnal dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan pokok
permasalahan yang dikaji.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penuyusunan skripsi ini menggunakan
metode antara lain sebagai berikut:
a. Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur-literatur yang
berkenaan dengan tema penelitian.
b. Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian.
5. Sumber Data
a. Data Primier yang terdiri dari:
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnik

5) Penetapan Presiden Nomor 01 Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

b. Data Sekunder yang terdiri dari data-data yang diperoleh dari studi pustaka
yaitu buku, skripsi, jurnal, artikel serta karya ilmiah yang berkaitan dengan
padangan teori maslahah mursalah dan bagaimana teori tersebut meninjau
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

6. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penulis
mengkualifikasikan data-data yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, kemudian diambil kesimpulannya. Data
yang telah diperoleh tersebut disusun dan dideskripsikan dengan analisis teori
maslahah mursalah dan bagaimana teori tersebut dalam meninjau dan menyikapu
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini agar penelitian
yang telah disusun secara sistematis mengahasilkan penelitian yang maksimal,
oleh karena itu penulis membagi penelitian secara sistematis ke dalam 5 bab

sebagai berikut:
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Bab pertama akan membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan membahas tentang teori maslahah mursalah dalam hukum
Islam yang meliputi pengertian maslahah mursalah, macam-macam maslahah
mursalah dan syarat berhujjah menggunakan maslahah mursalah dalam
mengistimbatkan hukum Islam.

Bab ketiga akan membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
76/PUU-XV/2017 mengenai pasal kebebasan berpendapat dalam media sosial
yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang meliputi Pengertian
Mahkamah Konstitusi, Wewenang Mahkamah Konstitusi. Deskripsi Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 yang meliputi identitas
pemohon, duduk perkara, alasan pemohon mengajukan uji materi Pasal 28 ayat
(2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE terhadap UUD 1945, dasar pertimbangan
Mahkamah Konstitusi dan amar putusan.

Bab keempat akan membahas tentang analisis maslahah mursalah
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017, yang meliputi
analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penolakan terhadap uji materi
pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE pada Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017.

Bab kelima adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang penulis ambil
dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis

berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam amar putusan Mahkama Konstitusi

menyatakan bahwa Frasa “kebebasan berpendapat” Nomor 76/PUU-

XV/2017 yang selaras dengan maslahah mursalah adalah sebagai berikut:

a.

d.

Mempertimbangakan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD
1945 bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi serta dilindungi
oleh Kkonstitusi.setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat
serta dilindungi dalam menjalankan hak asasi.

Kebebasan mengeluarkan pendapat juga dibatasi oleh kewajiban
untuk menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam
Pasal 28] ayat (1) UUD 1945.

Pertimbangan hakim Pasal 28E ayat (3) juncto Pasal 28] ayat (1)
UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap pendapat harus disertai
tanggung jawab secara moral dan hukum untuk selalu menyajikan
kebenaran. Hal ini juga sejalan dengan makna negara hukum dan
perlindungan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal
28D ayat (1) UUD 1945.

Istilah “antargolongan” merujuk pada kenyataan sosiologis tentang

adanya “golongan lain” di luar suku, agama, dan ras.

2. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

76/PUU-XV/2017 tentang Kebebasan Berpendapat, dalam tinjauan
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analisis maslahah mursalah lebih sebagai upaya penerapan pada Hifdzul

aql maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim masih membuka

peluang kemafsadatan/kemudharatan kurang memimiliki nilai maslahah
mursalah dengan rincian sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tidak
memberikan definisi yang jelas terkait istilah “antargolongan” pada
Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dengan ditolaknya permohonan pemohon dalam Putusan MK Nomor
76/PUU-XV/2017 serta masih tidak adanya kepastian hukum dan
perlindungan atas hak-hak konstitusional sesuai Pasal 28E ayat 3
UUD 1945, maka putusan tersebut bukan sepenuhnya merupakan
keputusan yang maslahah mursalah bagi masyarakat Indonesia.

b. Ragamnya penafsiran atas Frasa “antargolongan” semakin membuat
Ketidakjelasan dari Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE). serta tidak mencerminkan asas legalitas,
khususnya lex certa karena perumusan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal
45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
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Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). tidak diuraikan unsur-
unsurnya secara jelas dan rinci.

c. Terlalu luas definisi frasa “Antargolongan” Pasal 28 ayat (2) dan Pasal
45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). oleh hakim. Membuat
definisi frasa tersebut semakin kabur, sehingga akan semakin banyak
masyarakat ~ yang  terkriminalisasi atas  upayanya dalam

mengemukakan pendapat.

B. Saran

1. Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai istilah “antargolongan” agar
tidak menimbulkan multitafsir sehingga terciptanya kepastian dan
perlindungan hukum bagi masyarakat.

2. Terkait dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). di masa yang akan datang, diharapkan
mampu memenuhi dan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Hal
tersebut agar masyarakat mengetahui batasan-batasan dalam
menggunakan media sosial dan agar masyarakat mengetahui perbuatan-
perbuatan yang dapat dianggap telah melanggar peraturan.

3. Hendaknya pemerintah melakukan upaya preventif (pencegahan) dalam

mengatasi maraknya kasus kebencian dan hoax di dunia maya,
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khususnya pada generasi muda penerus bangsa yang memiliki tingkat
ketergantungan tinggi pada media sosial.

Kritik dan pendapat dari masyarakat kepada pemerintah seharusnya
tidak langsung dinilai masuk kedalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan
Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)., dikarenakan istilah

“antargolongan” merupakan celah hukum yg dapat menjerat siapapun.
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Al-maslahah

Al-hajiyah

Kemaslahatan dibutuhkan  untuk
menyempurnakan kebutuhan pokok
sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk
mempertahankan dan memelihara kebutuha
mendasar manusia, atau dengan kata lain
maslahat yang dibutuhkan oleh seseorang
dalam mengatasi berbagai kesulitan yang
dihadapinya.

yang
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23

39

Al-maslahah
at-tahsiniyyah

Adalah kemaslahatan ~ yang  sifatnya
pelengkap. Atau disebut juga kebutuhan
tersier. Berupa Kkeleluasaan yang dapat
melengkapi kebutuhan sebelumnya
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40

Al-maslahah
‘ammah:

Adalah kemaslahatan umum yang menyangkut
kepentingan orang banyak atau kebanyakan
(mayoritas) orang
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24

40

Al-maslahah
khassah

Adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat
jarang sekali. Bila terjadi pertentangan antara
kemaslahatan umum dengan kemaslahatan
pribadi, maka vyang didahulukan adalah
kemaslahatan umum
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24

41

Al-maslahah
al-Tsabitah:

Adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak
berubah  sampai akhir zaman. Untuk
kemaslahatan ini dapat diberikan contoh,
misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan
haji.
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Al-maslahah
al-
Mutagayyirah:

Kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai
dengan perubahan tempat, waktu dan subjek
hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan
bidang muamalah dan adat istiadat
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Al-maslahah
al-mu tabarah

Adalah kemaslahatan yang didukung oleh
dalil secara eksplisit, baik al-Quran, n al-
Hadist maupun ijma. Artinya, sumber
kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun
jenisnya disebutkan secara jelas di dalam
sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh
untuk maslahah mu’tabarah ini  adalah
larangan minuman keras merupakan bentuk
kemaslahatan untuk memelihara akal.
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Al-maslahah
al-mulghah,

Yaitu maslahah yang tidak mempunyai
sandaran dalam syari’at, bahkan ada dalil yang
mengabaikannya. Maslahah jenis ini tidak bisa
dijadikan sebagai sandaran hukum dalam
syariat tanpa ada perbedaan pendapat antara
ulama.
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Hurriyah

Pendapat yang dipertimbangkan dengan




alra’yu

matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran
yang dalam dan upaya keras dengan tujuan
menyingkap dan mencari pengetahuan tentang
suatu subjek yang mungkin hanya menjadi
pertanda atau indikasi dari hal lain.
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89

QS. Al-
Hujarat ayat
13

Wahai manusia, Sungguh Kami telah
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan, kemudian Kami jadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya
yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
lalah orang yang paling bertakwa. Sungguh
Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.
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90

Qs. Al-
Maidah ayat 2

Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu melanggar syi‘ar-syi'ar Allah, dan
jangan melanggar kehormatan bulan-bulan
haram, jangan (mengganggu) binatang-
binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-
id, dan jangan (pula) mengganggu orang-
orang yang mengunjungi Baitullah sedang
mereka mencari kurnia dan keredhaan dari
Tuhannya dan  apabila kamu telah
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah
berburu. Dan janganlah sekali-kali
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena
mereka menghalang-halangi  kamu  dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya
(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan
bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
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101

H.R Abd al-
Qadir Awdah

Menurut syara’ seseorang tidak dapat dikenai
taklif (pembebanan), kecuali orang yang
mampu memahami dalil-dalil pembebanan
dan menurut syara’ pembebanan itu hanyalah
pekerjaan ~ yang  mungkin  dilakukan,
disanggupi dan diketahui sehingga ia dapat
melaksanakan.
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